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ABSTRAK 

 
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI AKIBAT 

PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA KESEHATAN SISTEM 

REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA 

 

Oleh: 

 

MUHAMMAD FAIRUZ 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terhadap aborsi 

yang dilakukan akibat kehamilan akibat pemerkosaan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Upaya Kesehatan Reproduksi Anak 

Usia Sekolah dan Remaja. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas 

terkait aborsi dalam kondisi khusus, yaitu kehamilan akibat pemerkosaan, dengan 

ketentuan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang 

berkompeten serta sesuai dengan prosedur dan batas waktu yang telah ditetapkan. 

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban 

pemerkosaan sekaligus mencegah praktik aborsi ilegal. Berdasarkan perspektif 

hukum pidana, perempuan yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan tidak akan 

dikenakan sanksi pidana apabila prosedur yang ditempuh sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan secara ilegal atau 

tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka perempuan tersebut dapat 

dikenakan sanksi pidana. Selain itu, tenaga medis yang terlibat dalam proses aborsi 

wajib mematuhi standar yang berlaku, dan apabila melanggar ketentuan yang telah 

ditetapkan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Di sisi 

lain, pelaku pemerkosaan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan 

dapat dikenakan hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, regulasi ini berupaya untuk menyeimbangkan antara 

perlindungan hak korban pemerkosaan dengan pengawasan ketat terhadap praktik 

aborsi, guna memastikan bahwa tindakan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap 

berada dalam koridor hukum yang berlaku. 

 

Kata Kunci : Hukum Pidana, Aborsi, Pemerkosaan, Kesehatan Reproduksi, 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 
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ABSTRACT 

 
CRIMINAL LAW ANALYSIS OF ABORTION DUE TO RAPE BASED ON 

GOVERNMENT REGULATION NUMBER 28 OF 2024 CONCERNING 

REPRODUCTIVE HEALTH EFFORTS FOR SCHOOL-AGE CHILDREN 

AND ADOLESCENTS 

 

By: 

MUHAMMAD FAIRUZ 

 

This study aims to analyze the criminal law aspects of abortion resulting from 

pregnancy due to rape based on Government Regulation Number 28 of 2024 

concerning Reproductive Health Efforts for School-Age Children and Adolescents. 

This regulation provides a clear legal framework regarding abortion in special 

circumstances, specifically pregnancies resulting from rape, with the condition that 

the procedure may only be performed by competent medical personnel and must 

comply with established procedures and time limits. This regulation seeks to 

provide legal protection for rape victims while preventing illegal abortion 

practices. From a criminal law perspective, women who undergo an abortion due 

to rape will not be subject to criminal sanctions if the procedure is conducted in 

accordance with the applicable legal provisions. However, if the abortion is carried 

out illegally or does not meet the prescribed requirements, the woman may face 

criminal penalties. Additionally, medical personnel involved in the abortion 

process must adhere to the applicable standards, and any violation of these 

regulations may result in criminal or administrative sanctions. On the other hand, 

perpetrators of rape remain accountable for their actions and may be subject to 

severe punishment under the applicable legal provisions. Thus, this regulation 

seeks to balance the protection of the rights of rape victims with strict supervision 

of abortion practices to ensure that such procedures are not misused and remain 

within the limits of the law. 

 

Keywords: Criminal Law, Abortion, Rape, Reproductive Health, Government 

Regulation Number 28 Of 2024. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Aborsi merupakan isu kontroversial yang terus diperbincangkan di 

banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, aborsi 

secara umum dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma 

hukum yang berlaku, apalagi jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada 

dan tanpa alasan yang kuat. Namun, dalam beberapa kasus khusus seperti aborsi 

karena pemerkosaan, undang-undang memberikan ruang pengecualian untuk 

melindungi korban dari dampak psikologis dan fisik yang lebih buruk 1. 

Menurut etimologi, kata "aborsi" berasal dari bahasa Inggris "abortion", 

yang berarti pengguguran kandungan secara sengaja atau keguguran. Dalam 

bahasa Indonesia, aborsi berarti "pengeluaran spontan atau artistik dari embrio 

atau featus." Dalam konteks yang melanggar, ini mengacu pada aborsi yang 

diinduksi. Secara harfiah, aborsi dan keguguran memiliki makna yang berbeda. 

Aborsi adalah tindakan sengaja untuk mengeluarkan janin dari rahim, sedangkan 

keguguran merupakan hilangnya kehamilan secara alami tanpa intervensi medis 

sebelum usia kandungan mencapai dua puluh minggu. Saat ini, aborsi sering 

terjadi dan memunculkan beragam pendapat dari berbagai kalangan. 

 

 

 

 

1 Martha and Sulaksana, Legalisasi Aborsi (2019)Hlm : 21-127, UII Press Yogyakarta (Anggota 

IKAPI), Yogyakarta, Jl. Kaliurang Km 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Kabupaten Sleman. 

1 



2 
 

 

 

 

Dalam membahas legalitas aborsi, kita dihadapkan pada berbagai 

pandangan, termasuk perdebatan mengenai hal mana yang lebih penting untuk 

dilindungi. Keselamatan ibu yang mengandung janin atau hak hidup janin yang 

tidak bersalah. Masalah ini menjadi lebih rumit apabila seorang anak menjadi 

korban perkosaan 2, terutama oleh anggota keluarga terdekat yang sudah 

merupakan persoalan besar dalam hidupnya, ditambah dengan beban merawat 

anak yang dikandungnya . Pada titik ini, hukum perlu aktif berperan dalam 

melindungi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi, karena hak anak 

tersebut telah dilanggar. 

Salah satu bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang paling 

sering terjadi di dunia saat ini adalah tindakan pemerkosaan. Pemerkosaan 

merupakan usaha seorang laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya terhadap 

seorang perempuan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan norma 

moral. Dari perspektif ini, pemerkosaan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran 

norma sosial dan merupakan tindakan seseorang yang secara paksa ingin 

menyalurkan nafsu seksualnya 3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), kejahatan pemerkosaan diatur dalam pasal 285 yang menyatakan, 

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang 

wanita untuk bersetubuh dengannya di luar ikatan perkawinan, akan dihukum 

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun." Selanjutnya, hal ini 

dijelaskan dalam pasal 286 yang menyatakan, "Barangsiapa bersetubuh dengan 

 

2 Fatahaya and Agustanti, “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses 

(2021). Hlm : 504-524.” 
3 Putri et al., “Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 Dan Hak Asasi Manusia (2024). Halaman : 403-416.” 



3 
 

 

 

 

seorang wanita di luar perkawinan, meskipun diketahui bahwa wanita tersebut 

dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, akan dihukum dengan pidana penjara 

paling lama 9 (sembilan) tahun 4. 

Dari berbagai sumber informasi, banyak anak muda yang bebas melihat 

pornografi. Ini tersebar luas melalui situs web dan aplikasi media sosial. Neuron 

cermin memengaruhi anak-anak, atau menyebabkan mereka mencoba meniru 

apa yang mereka lihat. Para remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, 

penggunaan obat-obatan terlarang, dan kurangnya perhatian orang tua untuk 

melanggar norma moral dan agama, dan pengaruh tersebut mempengaruhi cara 

berpikir mereka tentang seks bebas. Oleh karena itu, tujuan dari Pembentukan 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah untuk 

menciptakan dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, 

memiliki karakter yang baik, mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha 

Esa, serta menghormati martabat kemanusiaan 5. Undang-undang ini juga 

bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan mengenai moral serta 

akhlak masyarakat, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi warga 

negara dari dampak pornografi, khususnya untuk anak-anak dan perempuan, 

serta mencegah penyebaran pornografi. 

 

 

 

 

 

4 Chairullah, Ilmu, and Al-Banna, “Tindakan Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut 

Qanun Hukum Jinayat Dan Pasal 285 KUHP (2024). Hlm : 33-46.” 
5 Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih, “Implementasi 

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang Undang No 19 Tahun 

2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Pornografi Oleh Polres Buleleng (2023). Hlm : 79-86.” 
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Di Indonesia, aborsi telah menjadi perhatian serius. Pemerintah 

Indonesia sepenuhnya melarang kegiatan yang berhubungan dengan aborsi, 

dengan pengecualianyang sangat terbatas, dan hal ini diatur secara ketat dalam 

hukum pidana. Bahkan sudah diterapkan dalam KUHP terbaru Nomor 1 Tahun 

2023, 3 tahun setelah diundangkannya Undang – Undang Kesehatan atau 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 6. Namun, mengingat kondisi 

psikologis dan sosial para korban yang sering kali berusia sangat muda, seperti 

remaja dan anak usia sekolah, masih terdapat ruang bagi kebijakan untuk 

melindungi korban perkosaan 7. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan 

peraturan baru yang berhubungan dengan Kesehatan reproduksi pada remaja. 

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor 17 

Tahun 2023. 

Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Lubuklinggau, Sumatera 

Selatan, pada Oktober 2024, di mana seorang mahasiswi berinisial HA (24 

tahun) ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya akibat pendarahan hebat 

setelah diduga melakukan aborsi sendiri. Bayi laki-laki yang baru dilahirkannya 

ditemukan dalam kantong plastik, sementara kekasih korban ditetapkan sebagai 

tersangka. Kasus ini mencerminkan lemahnya edukasi mengenai kesehatan 

reproduksi serta terbatasnya akses perempuan muda terhadap layanan kesehatan 

yang aman dan legal. Fenomena ini menjadi alarm penting bahwa pendekatan 

 

6 Ismi Fadjriah Hamzah, “Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan Yang 

Memberikan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan (2023). 

Halaman : 82-93.” 
7 Dr. Asmariah, Sukamto Kusnandi, and Rosalina Indah Sari, Kajian Hukum Regulasi Aborsi Atas 

Indikasi Kedaruratan Medis (2023). Halaman : 1-2. 
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hukum saja tidak cukup; perlu adanya upaya preventif yang mencakup 

pendidikan seks komprehensif, akses informasi, serta dukungan layanan 

konseling dan kesehatan reproduksi yang ramah remaja8. 

Pada tahun 2021, data mengenai penyakit menular seksual di Indonesia 

berdasarkan pemeriksaan laboratorium menunjukkan sebanyak 11.133 kasus. 

Dari jumlah tersebut, terdapat 2.976 kasus sifilis dini, 892 kasus sifilis lanjut, 

dan 1.482 kasus gonore. Pada tahun 2022, angka kematian akibat sifilis tercatat 

mencapai 230.000 orang. Sementara itu, jumlah infeksi HIV baru mengalami 

penurunan dari 1,5 juta kasus pada tahun 2020 menjadi 1,3 juta kasus pada tahun 

2022. Namun, meskipun terjadi penurunan, pada tahun 2022 diperkirakan 55% 

dari infeksi HIV baru terjadi, dengan 630.000 kematian terkait HIV, dan 13% di 

antaranya terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Penyebaran penyakit- 

penyakit ini menimbulkan tantangan kesehatan yang signifikan di masyarakat, 

yang menyebabkan sekitar 2,3 juta kematian setiap tahunnya menurut laporan 

terbaru. Di tahun 2022, tercatat 230.000 kematian terkait sifilis. Berdasarkan 

laporan kasus penyakit kelamin pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 51,6% 

kasus HIV positif di Indonesia saat ini ditularkan melalui hubungan seksual9. 

Pada tanggal 26 Juli 2024, Pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur prosedur 

teknis untuk aborsi aman untuk korban kekerasan seksual dan perkosaan, serta 

 

8 M. Imam Pramana, “Polisi Sebut Kekasih Mahasiswi Yang Meninggal Diduga Aborsi Jadi 

Tersangka.” 
9 “Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, www.kemkes.go.id.” 

http://www.kemkes.go.id/
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indikasi kedaruratan medis 10. Dalam hal ini indikasi kedaruratan medis tanda- 

tanda keadaan darurat medis tidak didefinisikan secara spesifik dalam dokumen 

tersebut11. Situasi yang membutuhkan intervensi medis darurat dapat 

diidentifikasi melalui beberapa elemen yang diatur dalam peraturan tersebut : 

1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan. Bagian ini mencakup 22 (dua puluh dua) 

jenis layanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, 

dewasa,dan lansia, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular. 

Kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dan layanan kesehatan khusus seperti 

kesehatan penglihatan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan bencana adalah 

contoh layanan kesehatan lain yang diatur; 

2. Pelayanan Kesehatan. Standar mengatur pelayanan mulai dari perawatan 

primer hingga perawatan lanjutan. Pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, 

Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); dan 

3. Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, peningkatan kualitas, registrasi, dan perizinan tenaga medis 

dan tenaga kesehatan adalah bagian dari peraturan ini. Selain itu, ada hak dan 

kewajiban yang diatur untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien, 

serta konsekuensi administratif dari pelanggaran. 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 membahas mengenai 

Upaya Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja hadir sebagai 

 

 

10 ICJR, “Terbitnya PP 28 Tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman Di 

Indonesia.” 
11 PPNI Jakarta Timur, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” 
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jawaban atas perlunya peraturan yang lebih spesifik dalam mengatasi 

permasalahan kesehatanreproduksi pada kelompok usia tersebut. Peraturan 

tersebut bertujuan untuk melindungi remaja dan anak usia sekolah dari risiko 

kesehatan yang mungkin timbul akibat pelecehan seksual atau pemerkosaan, 

serta mengatur pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait dengan judul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Aborsi Akibat 

Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2024 Tentang Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah 

Dan Remaja.” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka terbentuklah rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana terhadap aborsi akibat 

pemerkosaan menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024? 

2. Apakah akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat 

pemerkosaan serta pihak-pihak yang terlibat? 

 

 

C. Ruang Lingkup 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait aborsi 

akibat pemerkosaan, dengan fokus pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi 

Anak Usia Sekolah dan Remaja. Penelitian ini akan menggali bagaimana 
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peraturan tersebut mengatur hak dan perlindungan bagi perempuan, terutama anak 

dan remajayang menjadi korban pemerkosaan dan memilih untuk melakukan 

aborsi demi melindungi kesehatannya. Fokus kajian ini juga akan mencakup 

implikasi hukum dari praktik aborsi dalam kasus pemerkosaan, serta sejauh 

mana peraturan ini memberikan kepastian hukum terkait hak reproduksi dan 

kesehatan bagi korban. 

Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2024 dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai 

bagi korban pemerkosaan, khususnya remaja dan anak-anak yang rentan terhadap 

dampak fisik dan psikologis yang serius. Penelitian ini juga akan 

mengidentifikasi batasan hukum yang mungkin muncul dalam penerapan 

peraturan tersebut dan tantangan dalam implementasinya untuk melindungi hak- 

hak korban tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di 

masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam menangani 

isu hukum yang kompleks ini. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu: 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Akibat 

Pemerkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; 

dan 

b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan 
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Aborsi Akibat Pemerkosaan Serta Pihak-Pihak Yang Terlibat. 

 

2. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat secara teoritis memberikan kontribusi bagi semua pihak dalam 

proses pengembangan pengetahuan dan wawasan, menjabarkan aspek 

hukum serta menambah referensi di bidang hukum pidana, khususnya 

yang berkaitan dengan aborsi, ketentuan usia kehamilan dari perspektif 

agama dan kesehatan keagamaan.; dan 

b. Manfaat secara praktis memberikan keuntungan bagi mahasiswa, 

dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami serta 

menganalisis peraturan mengenai tindak pidana aborsi dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

tambahan wawasan bagi penulis serta menjadi kontribusi pemikiran, 

khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata, yang 

dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada Almamater. 

E. Kerangka Konseptual 

Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, 

perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang 

relevan dengan permasalahan, antara lain12: 

1. Analisis hukum pidana merupakan langkah untuk menyelidiki, menilai, dan 

memahami aturan-aturan hukum serta bagaimana penerapannya dalam konteks 

 

 

12 Atifa Adlina, “Aborsi, Prosedur Medis Untuk Menggugurkan Kandungan Vol 1(27) (2022), 

Halaman : 22-38.” 
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tertentu. 

 

2. Aborsi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan 

dengan sengaja sebelum janin dapat bertahan hidup di luar kandungan. 

3. Pemerkosaan adalah segala jenis pemaksaan hubungan seksual yang dapat 

menyebabkan korban kehilangan fisik, trauma emosional dan psikologis. 

4. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yaitu peraturan yang mengatur 

tentang upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja dan 

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang 

Nomor 17 Tahun 2023. 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

Pada bagian ini, penulis akan menyajikan gambaran serta melakukan evaluasi 

terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya telaah terhadap studi 

sebelumnya yang relevan dengan topik ini, maka penelitian-penelitian tersebut 

diharapkan dapat menjadi pijakan dalam penulisan penelitian ini. 

Tabel 1. 1 

Studi Terdahulu 

Penulis Judul Hasil penelitian 

Muhammad Rofiq Tindakan Aborsi Akibat 1. Dengan adanya 

Adhitya (2023) Pemerkosaan Yang aborsi akibat 

Menyebabkan Trauma 

Psikologis Bagi Korban. 

pemerkosaan, aborsi tidak 

lagi menjadi hal yang 

tersembunyi; hal ini 

  terjadi di berbagai tempat 

  dan dilakukan oleh siapa 

  saja, termasuk mereka 

  yang terlibat dalam 

  pergaulan bebas, seperti 

  hubungan suami istri 
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  tanpa rasa malu dan takut 

ketahuan, yang akhirnya 

menyebabkan aborsi atau 

pengguguran kandungan 

pada korban. Terjadinya 

aborsi dapat 

menyebabkan trauma 

psikologis pada korban, 

seperti depresi berat, 

dengan dampak sosial 

yang berkaitan dengan 

status   anak   yang 

dilahirkan, serta 

meningkatkan risiko 

terhadap penyakit 

kelamin,   HIV,   dan 

penyakit lainnya. 

Ini Putu Ratih P, I Made Tindak Pidana Aborsi Ketentuan mengenai 

Sepud, dan Ini Made Akibat Pemerkosaan. tindak pidana aborsi atau 

Sukaryati K (2021)  pengguguran kandungan 

  (abortus provocatus) 

  tercantum dalam Kitab 

  Undang-Undang Hukum 

  Pidana (KUHP) pada 

  Bab XIX tentang 

  Kejahatan terhadap 

  Nyawa, yakni Pasal 346, 

  Pasal 347, Pasal 348, dan 

  Pasal  349.  Selain  itu, 

  aborsi juga diatur dalam 

  Undang-Undang 

  Kesehatan, khususnya 

  pada Pasal 75, Pasal 76, 

  Pasal 77, serta ancaman 

  hukuman paling berat 

  tercantum  dalam  Pasal 

  194. Hukuman pidana 

  bagi pelaku aborsi akibat 

  pemerkosaan diatur 

  dalam Pasal 346 KUHP 

  (empat  tahun  penjara), 
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13 Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, “Tindak Pidana Aborsi 

Akibat Perkosaan (2021). Hlm : 135-139.” 

 

 

 

 

  Pasal 347 KUHP (lima 

belas tahun penjara), 

Pasal 348 KUHP (tujuh 

tahun penjara), dan Pasal 

349 KUHP 

menambahkan sepertiga 

hukuman     serta 

pencabutan hak  untuk 

melakukan   pekerjaan 

bila dilakukan   oleh 

dokter, bidan, atau juru 

obat yang ikut terlibat 

dalam    perbuatan 

tersebut.Dalam Pasal 194 

Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, pelaku aborsi 

dapat dikenakan pidana 

penjara hingga sepuluh 

tahun  dan  denda 

maksimal 

Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) 13. 

Firda Yunita Dewi, 

Sieldy Aprilia Utami, 

Dan Tama (2022) 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Perempuan 

Sebagai Pelaku Aborsi 

Akibat Pemerkosaan. 

Hasil  penelitian 

mengungkapkan bahwa 

demi menjamin 

perlindungan hukum 

bagi perempuan korban 

perkosaan   yang 

melakukan    aborsi, 

menjadi tanggung jawab 

negara untuk merancang 

undang-undang, 

peraturan  pemerintah, 

atau jenis  regulasi 

lainnya  yang   lebih 

mendetail di luar aturan 



13 

14 Firda Yunita Dewi, Sieldy Aprilia Utami, and Tama Bahtiar, “Pelindungan Hukum Terhadap 

Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan (2022). Hlm : 83-92.” 

 

 

 

 

  yang sudah ada.Dengan 

adanya aturan atau 

regulasi baru yang lebih 

jelas, diharapkan 

perlindungan hukum 

bagi perempuan yang 

melakukan aborsi akibat 

perkosaan  dapat 

terlaksana dengan 

optimal 14. 

 

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai referensi oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu; 

1. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Tindakan Aborsi Akibat 

Pemerkosaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban” 

membahas bahwa pemerkosaan bisa menyebabkan trauma psikologis serta 

depresi berat bagi korban. 

2. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi Akibat 

Pemerkosaan” membahas mengenai sanksi pidana bagi pelaku aborsi akibat 

perkosaan diatur dengan ancaman pidana pada Pasal 346 KUHP (empat 

tahun penjara), Pasal 347 KUHP (lima belas tahun penjara), Pasal 348 

KUHP (tujuh tahun penjara) serta dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaku aborsi dapat dikenakan pidana 

penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 
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3. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Pemerkosaan” membahas 

dengan hadirnya aturan atau regulasi baru yang lebih tegas, diharapkan 

perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat 

pemerkosaan dapat terwujud secara maksimal optimal 

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang upaya kesehatan sistem reproduksi 

anak usia sekolah dan remaja. 

 

 

G. Metode Penelitian 

 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian 

yuridis normatif adalah Pendekatan yang digunakan berlandaskan pada 

sumber-sumber hukum utama dengan menganalisis teori-teori, konsep- 

konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan penelitian ini15. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum 

primer. Bahan hukum primer adalah data yang dijadikan sebagai dasar hukum 

yang diperoleh langsung dari sumber-sumber aslinya.termasuk peraturan 

undang-undang dan dokumen non-resmi, yang selanjutnya dianalisis oleh 

 

 

 

15 Dita Andini, “Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif (2021).” 
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peneliti16 

 

c. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Library 

Research (Penelitian kepustakaan), yakni dengan menelaah data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

d. Analisis Data 

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang telah diperoleh secara tekstual, lalu disusun secara kualitatif untuk 

kemudian diambil suatu kesimpulan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif 

adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang 

fenomena sosial atau perilaku manusia 17. Tujuannya adalah untuk 

mengeksplorasi makna, pengalaman, dan pandangan individu dalam konteks 

tertentu, dengan data yang biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, 

atau analisis dokumen. Pendekatan ini lebih fokus pada konteks dan interaksi 

sosial daripada pada angka dan statistik. 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam empat bab dengan struktur yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari judul, latar belakang, rumusan  masalah, ruang 
 

 

 

16 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali and Sinar Grafika, Metode Penelitian Hukum (2009). Halaman : 106- 

107. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (2020). 
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lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptural, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 

Pada bab ini disajikan tentang pengertian dari aborsi dan pemerkosaan, teori 

hukum yang relevan, dan regulasi hukum terkait aborsi di Indonesia. 

 

 

BAB III Pembahasan 

 

Bab ini membahas mengenai, Tentang Bagaimana Ketentuan Hukum 

Pidana Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Apa Akibat Hukum Bagi 

Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Pemerkosaan Serta Pihak- 

Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Tersebut. 

 

 

BAB IV Penutup 

 

Dalam bab ini merupakan bab ini yang berisi kesimpulan dan saran 

pembahasan yang diuraikan di atas berdasarkan analisis sebagai bahan atas 

permasalahan yang telah dirumuskan dan juga saran – saran di tunjukan 

kepada para pihak yang terkait. 
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